GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 280/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029 oleh Tim
Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-
2029.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan
daerah kepada Gubernur setelah melakukan
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA.

KELIMA :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Bupati Sumba Barat di Waikabubak;

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.

o1 B N

Salinan sesuai den aslinya

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR
TANGGAL

: 280/KEP/HK /2025
: 31 Juli 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025-2029

NO

RANCANGAN PERDA RPJMD

HASIL EVALUASI

1

Menimbang :

bahwa  untuk  melaksanakan
ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun
2025 - 2029;

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2025 - 2029;

Mengingat:

Angka 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor
6841);

Mengingat:

Angka 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor O5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




BAB I
KETENTUAN UMUM
Angka 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Angka 3

Rencana  Strategis  Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah
periode S (lima) tahunan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Angka 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah periode 5 (lima)
tahunan.

NOMOR REGISTER PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA: NOREG/...

NOMOR REGISTER PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA: .../2025

Dasar Hukum Penyusunan

Angka 2

Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Angka 3

Undang Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4335); sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan stabilitas

Dasar Hukum Penyusunan Sumba
Barat

Angka 2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Angka 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus




sistem keuangan,;

Angka 5

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5059)

Angka 6

Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesai Nomor 6801)

Angka 10

Undang-undang Nomor 41 Tahun
2023 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 diganti
2023 Nomor 68 diganti 41,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725
diganti 6856)

Angka 11

Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Undang-
Undang Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Angka 5
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Angka 6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 6801);

Angka 10

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Angka 11

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Desa (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6914)

Angka 12

Undang Undang Nomor 59 Tahun
2024 Tentang RPJMN Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Luar
Negeri Nomor 6987)

Angka 13

Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Laporan
Kruangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Angka 15

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1148 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6402)

Angka 18

Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323)

Angka 19

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Penataaan
Ruang. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Angka 12

Undang-Undang Nomor 59 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Luar Negeri Nomor 6987);

Angka 13

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Angka 15

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1148 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
6402);
Angka 18

Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Angka 19
Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataaan Ruang. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6633);




6653);

Angka 22

Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 36)

Angka 24

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor Tambahan Lembaran
Negara 4575)

Angka 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Angka 32

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029

Angka 33

Peraturan Daerah Provinsi NTT
Nomor 4 Tahun 2024 Tentang
Jangan disingkat RTRW Provinsi
NTT Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daeran Provinsi NTT Tahun 2024
Nomor 004 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0132)

Ditempatkan setelah Peraturan

Pemerintah

Angka 24

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 100 Tambahan Lembaran
Negara 6883);

Angka 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Ditempatkan sesuai hierarki peraturan
Perundang-undangan

Angka 33

Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Rimur Tahun
2024-2043 (Lembaran Daeran Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor 004 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0132)




Angka 34

Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 4 Tahun
2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0132)

Angka 34

Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Salinan sesuai deng;
KEPALA

i aslinya

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
KOSMAS D. LAMA




